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ABSTRAK  

 
Pandemi Covid-19 merubah tata laksana pemerintah dari berbagai bidang, termasuk 

pendidikan. Pada bidang pendidikan perubahan terjadi sangat signifikan, hal ini dikarenakan 

proses belajar mengajar menjadi berbasis online atau melalui hybrid learning. Tidak hanya 

berkaitan dengan proses belajar mengajar, banyak layanan dalam bidang pendidikan yang 

harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik mempunyai tujuan 

untuk memuaskan masyarakat, oleh karenanya diperlukan juga pelayanan prima dalam segala 

aspek pelayanan yang ada baik juga dalam bidang pendidikan meskipun dalam keadaan 

Pandemi Covid-19. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan 

berbagai sumber diantaranya penelaahan terhadap buku, artikel, catatan, serta berbagai 

laporan. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa pemerintah memberikan lima layanan dalam 

bidang pendidikan diantaranya: (1)  relaksasi Bantuan Operasional Sekolah  (BOS) dan 

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), (2) platform guru berbagi, (3) penyediaan kuota 

internet, (4) kurikulum darurat, dan (5) fasilitas pembelajaran.  

 

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pendidikan, Covid-19 

 

 

 

Abstract 

 

The Covid-19 pandemic has changed the government's management of various fields, 

including the education sector. In the field of education, changes have occurred very 

significantly, this is because the teaching and learning process is based online or through 

hybrid learning. Not only related to the teaching and learning process, there are many 

services in the field of education that must be provided by the government to the community. 

Public services have the goal of satisfying the community, therefore excellent service is also 

needed in all aspects of existing services, both in the field of education, even in the Covid-19 

pandemic. This paper was compiled using the bibliography method using various sources 

including a review of books, articles, notes, and various reports. From the search results it is 

known that the government provides five services in the field of education including: (1) 

relaxation of School Operational Assistance (BOS) and Education Operational Assistance 

(BOP), (2) teacher sharing platforms, (3) provision of internet quotas, (4) curriculum 

emergency, and (5) learning facilities. 
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A. LATAR BELAKANG  

Ditemukannya kasus penyakit 

pneumonia berat di Wuhan Provinsi Hubei 

Cina pada tanggal 17 November 2019 

mengakibatkan munculnya penyakit baru 

yang bernama 2019 Novel Coronavirus 

(2019-nCov). Pada saat yang sama badan 

kesehatan dunia atau WHO juga 

memberikan pengumuman bahwa nama 

baru daru 2019-nCov adalah Coronavirus 

Disease (Covid-19) (Mahardhani, 2020), 

dari awal inilah pandemi Covid-19 terjadi 

pada seluruh dunia.  

 Pandemi Covid-19 yang belum 

selesai sampai dengan hari ini, telah 

banyak memberikan perubahan besar pada 

setiap kehidupan dan kebiasaan 

masyarakat. Data dari worldometers 

bahwa per tanggal 21 Januari 2021 sudah 

ada 97.960.332 orang yang terjangkit di 

seluruh dunia dengan orang yang 

meninggal sebanyak 2.095.963 orang. 

Sedangkan untuk Indonesia per tanggal 21 

Januari 2021 ini berada pada posisi 19 

dunia degan 951.651 orang yang terjangkit 

virus corona dengan angka kematian 

sebesar 27.203 orang (worldometers.info, 

2021). Masih tingginya angka orang yang 

terkena virus corona ini mengindikasikan 

bahwa pandemi ini belum berakhir. 

Bahkan setelah 10 bulan terjadi di 

Indonesia (Ihsanuddin, 2020; 

Suciatiningrum, 2020), virus corona ini 

semakin tinggi untuk angka penularannya 

di bulan Desember 2020 dan Januari 2021 

(Arif, 2020; Supriatin, 2021).  

Dengan adanya pandemi Covid-19 

ini banyak sekali perubahan yang terjadi 

pada berbagai bidang seperti ekonomi 

(Hadiwardoyo, 2020; Nasution et al., 

2020; Yamali & Putri, 2020), budaya 

(Sampurno et al., 2020; Septiyan, 2020), 

pemerintahan (Ardiyanti, 2020; Azhar, 

2020; Cahyono, 2020), pendidikan (Arifa, 

2020; Firman & Rahayu, 2020; Khasanah 

et al., 2020; Pujilestari, 2020; Saleh, 2020; 

Siahaan, 2020), pariwisata (Kartiko & 

Pajak, 2020; Ni et al., 2020; Wallakula, 

2020) dan masih banyak bidang yang 

merasakan akibatnya. Pemerintah 

mempunyai banyak tugas yang harus 

segera diselesaikan dalam rangka 

mengatasi hal ini.  

Bidang pendidikan merupakan 

salah satu bidang yang sangat terdampak 

dari adanya pandemi Covid-19. Sama 

luasnya dengan bidang ekonomi, bidang 

pendidikan juga mempunyai dampak yang 

luas, dari data diketahui bahwa terdapat 68 

juta siswa mulai jenjang TK/PAUD 

sampai SMA/sederajat dan 3,8 juta 

mahasiswa terdampak dari adanya 

pandemi Covid-19 (Kasih, 2020; Puspita, 

2020). Tentunya dari banyaknya siswa dan 

mahasiswa yang terdampak ini 

membutuhkan pelayanan yang baik dalam 

pendidikan agar mereka dapat untuk 

menyelesaikan kegiatan pendidikan ini 

sesuai waktu dengan kompetensi yang 

telah ditentukan.   

Masalah pendidikan sangat 

beragam dan saling berkaitan satu dengan 

lainnya. Presiden Joko Widodo 

menyampaikan bahwa masalah pendidikan 

di Indonesia terdiri dari 3 masalah besar. 

Melalui Programme for International 

Student Assessment (PISA) pada tahun 

2018 disampaikan bahwa ada tiga masalah 

yang harus segera diselesaikan. Ketiga 

masalah itu adalah yang pertama masih 

rendahnya siswa yang berprestasi, kedua 

presentase siswa yang mengulang kelas 

masih tinggi, yaitu 16 persen, dan ketiga 

adalah masih tingginya ketidakhadiran 

siswa di kelas (CNN Indonesia, 2020).  

Selain itu dalam tulisan lainnya, Musrifah 

menyebutkan bahwa terdapat lima faktor 

yang menjadikan rendahnya kualitas dari 

pendidikan secara nasional, yaitu pertama 

adalah adanya kekeliruan filosofis, kedua 
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rendahnya komitmen pemerintah kepada 

dunia pendidikan, ketiga adalah lemahnya 

pemberdayaan tenaga pendidik (pengajar), 

keempat adalah manajemen pendidikan, 

dan kelima adalah sistem pembelajaran 

yang dilaksanakan (Musrifah, 2019).  

Pada tulisan lainnya, Ramadhani 

menyebutkan bahwa masalah dalam 

pendidikan di Indonesia ada empat. 

Masalah pendidikan tersebut sampai 

dengan saat ini juga masih ada di 

Indonesia, yaitu pertama kurangnya 

ketersediaan dana pendidikan, kedua 

minimnya bahan belajar mengajar, ketiga 

rendahnya kualitas tenaga pendidik, dan 

keempat adalah tidak tersedia fasilitas 

yang memadai (Ramadhani, 2020). Dari 

ketiga pandangan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwasanya masalah 

pendidikan ditentukan oleh tiga hal pokok, 

yaitu pertama adalah masalah belajar 

mengajar, kedua adalah tenaga pendidik, 

dan ketiga adalah fasilitas sarana prasana 

pembelajaran yang ada.  

Ketiga yaitu tentang masalah 

belajar mengajar, tenaga pendidik, fasilitas 

sarana prasarana dalam pembelajaran yang 

tentunya masing-masing akan memiliki 

karakter berbeda baik dari input atau 

output sampai dengan outcome yang 

dihasilkan. Meskipun demikian ketiganya 

juga akan bisa berjalan dengan baik jika 

dilakukan dengan sebuah layanan yang 

maksimal. Pelayanan yang diberikan 

dalam pendidikan akan tidak terbatas pada 

layanan internal dalam proses 

pembelajaran tetapi juga layanan eksternal 

yang diberikan oleh guru atau tenaga 

kependidikan kepada pihak masyarakat 

atau stakeholder.  Adanya jasa layanan 

yang diberikan oleh guru atau tenaga 

kependidikan di sekolah tentunya juga 

harus mengedepankan kualitas layanan 

sesuai standar yang diberikan oleh 

pemerintah tentang layanan prima agar 

masyarakat atau stakeholder sebagai 

pelanggan merasa dihargai, penghargaan 

inilah yang bisa disebut dengan sisi 

humanisme dalam pelayanan.  

Pelayanan pendidikan dengan 

tuntutan layanan prima seperti telah 

disampaikan di atas tentu dapat dijalankan 

dengan baik pada saat sebelum pandemi 

Covid-19 dan akan menjadi masalah pada 

saat pandemi Covid-19 seperti sekarang. 

Adanya pembatasan pergerakan 

masyarakat, pembiasaan dengan kebiasaan 

baru, dan segala kegiatan berbasis dengan 

online tentunya akan dapat merubah 

persepsi awal tentang layanan pendidikan 

dibidang pendidikan menjadi sesuai 

dengan keadaan yang terjadi saat ini. Oleh 

karena itulah tulisan ini akan membahas 

lebih lanjut tentang apa layanan yang telah 

diberikan oleh pemerintah dalam bidang 

pendidikan di masa pandemi Covid-19.  

 

B. LANDASAN TEORITIS  

Pelayanan Publik  

Secara etimologi pelayanan dapat 

diartikan sebagai usaha melayani orang 

lain, banyak yang mememberikan 

pengertian bahwa pelayanan yang 

dimaksud adalah memberikan hak dasar 

kepada masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Oleh 

karenanya dalam pelayanan dituntut oleh 

orang yang benar-benar profesional dalam 

rangka memberikan layanan yang 

maksimal dan profesional.  Pelayanan 

publik dalam (Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

2017) pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa 

pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa dan/atau pelayanan 
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administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Moenir 

mendefinisikan pelayanan publik adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh 

kelompok atau seorang atau birokrasi 

untuk memberikan bantuan kepada 

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu (Hidayah, 2020). Selain itu 

terdapat pengertian yang menyebutkan 

bahwa pelayanan publik pada hakikatnya 

adalah sebuah tuntutan lahiriah yang 

berasal dari masyarakat untuk 

mendapatkan hak dan perlakuan yang 

layak dari pemerintah sehingga kebutuhan 

masyarakat menjadi terpenuhi (Rohayatin 

et al., 2017).  

Pelayanan publik mempunyai 

tujuan untuk memuaskan masyarakat, oleh 

karenanya diperlukan juga pelayanan 

prima dalam segala aspek pelayanan yang 

ada baik juga dalam bidang pendidikan. 

Kualitas pelayanan prima inipun dapat 

dilihat dari enam indikator, diantaranya 

adalah transparansi, akuntabilitas, 

kondisional, partisipatif, kesamaan hak, 

dan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban (Silmi, 2019). Transparan 

dalam hal ini diartikan bahwa dalam 

memberikan pelayanan harus bersifat 

terbuka dan mudah diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secara memadai dan mudah dipahami oleh 

masyarakat sebagai pengguna layanan, 

akuntablitas disini adalah pelayanan yang 

diberikan adalah dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

aturan perundang-undangan yang berlaku, 

kondisional diartikan sebagai pelayanan 

yang tidak dipaksakan dan disesuaikan 

dengan kondisi kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap 

mengedapankan prinsip efektifitas dan 

efisiensi. Partisipatif diartikan sebagai 

pelayanan yang akan melibatkan 

masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan 

harapan, aspirasi, dan kebutuhan 

masyarakat, yang terakhir adalah 

kesamaan hak dapat diartikan bahwa 

pelayanan diharapkan untuk tidak 

melakukan diskriminasi dilihat dari aspek 

suku, ras, agama, dan antar golongan.  

Pada pelaksanaannya sebuah 

publik merupakan suatu rangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu 

dengan aturan yang jelas dan bersifat 

sederhana, lengkap, tepat, lancar, wajar, 

dan terjangkau. Oleh karena itu setidaknya 

pelayanan publik memiliki empat asas / 

unsur-unsur dasar yaitu: (1) hak dan 

kewajiban, artinya dalam pelaksanaannya 

keduanya harus saling mengetahui, tidak 

ada keraguan diantara keduanya, harus 

jelas apa yang akan diterima dan 

didapatkan, (2) pengaturan pada tiap 

layanan harus disesuaikan dengan kondisi, 

kemampuan, dan kebutuhan dari 

masyarakat untuk membayar pada tiap 

layanan yang diberikan sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku, (3) 

Luaran dalam layanan harus 

mengedepankan mutu sehingga apa yang 

diberikan kepada masyarakat dapat 

memberikan rasa aman, nyaman, lancar, 

dan kepastian hukum dengan dapat 

dipertanggungjawabkan, (4) Memberikan 

peluang kepada masyarakan untuk dapat 

menyelenggarakannya jika pemberi 

layanan adalah pemerintah dengan 

mengikuti aturan yang berlaku dalam 

perundang-undangan (Ibrahim, 2008; 

Suryantoro & Kusdyana, 2020).  

Dalam pelaksanaannya pelayanan 

publik dapat dibedakan menjadi tiga jenis 

pelayanan umum. Hardiansyah 

menyebutkan yaitu pertama adalah 

pelayanan administratif yang merupakan 

pemberian layanan berupa penyediaan 

berbagai bentuk dokumen yang diperlukan 

oleh masyarakat, kedua adalah pelayanan 
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barang yaitu layanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk atau jenis barang yang 

menjadi kebutuhan masyarakat, dan yang 

ketiga adalah pelayanan jasa yaitu 

memberikan pelayanan dalam bentuk jasa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat 

(Hardiansyah, 2018), dalam hal ini dapat 

dicontohkan dalam bidang pendidikan, 

baik pendidikan jenjang dasar, menengah, 

atau tinggi, serta pendidikan informal dan 

non formal yang ada di masyarakat.  

 

Pelayanan Publik Bidang Pendidikan  

Pelayanan bidang pendidikan 

merupakan salah satu bentuk pelayanan 

pemerintah yang paling dekat dengan 

kehidupan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan karena pendidikan merupakan 

hak mendasar untuk setiap warga negara 

Indonesia agar mereka dapat 

melaksanakan, menikmati, dan 

mengikutinya. Pendidikan sendiri dapat 

diartikan sebagai usaha sadar yang 

dilakukan oleh manusia untuk dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui 

proses pembelajaran yang harus dijalani. 

Berdasarkan peraturan perundang-

undangan, pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat oleh pemerintah salah 

satunya berdasarkan (Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, 2017) pasal 5 ayat 2 dijelaskan 

bahwa ruang lingkup dalam pelayanan 

publik meliputi pendidikan, pengajaran, 

tempat tinggal, pekerjaan dan usaha, 

lingkungan hidup, komunikasi dan 

informasi, perbankan, jaminan sosial, 

kesehatan, energi, sumber daya alam, 

perhubungan, pariwisata, dan beberapa 

sektor strategis lainnya.  

Berdasar (Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 2003) dalam pasal 11 tentang 

hak dan kewajiban pemerintah dan 

pemerintah daerah yaitu: (1) Pemerintah 

dan pemerintah daerah wajib memberikan 

layanan dan kemudahan, serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang 

bermutu bagi setiap warga negara tanpa 

diskriminasi, (2) Pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib menjamin 

tersedianya dan guna terselenggaranya 

pendidikan bagi setiap warga negara yang 

berusia tujuh sampai dengan lima belas 

tahun.  

Dalam pemberian layanan publik 

dibidang pendidikan, pemerintah sejatinya 

telah mengeluarkan pendekatan 

pengelolaan sekolah melalui Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) atau School 

Based Management (SBM), pendekatan 

ini bertolak pada pertimbangan, 

pemikiran, kebutuhan, dan harapan dari 

sekolah. Artinya sekolah mempunyai 

landasan dalam melaksanakan segala 

aktivitasnya berdasarkan pada kondisi 

nyata yang ada di masyarakat sekitar dan 

bukan lagi berdasarkan pada petunjuk 

pemerintah (Handoyo et al., 2021; 

Kurniawan et al., 2020). Sekolah tentunya 

akan melaksanakan kegiatan berlandaskan 

pada keinginan masyarakat dan pihak 

stakeholder yang terdiri dari orang tua 

wali siswa, pelaku ekonomi, masyarakat 

umum, lingkungan sosial yang masing-

masing mempunyai tuntutan pendidikan, 

kebutuhan pembangunan setempat, hingga 

kebijakan otonomi daerah untuk 

mendorong kemajuan dan keberlanjutan 

pembangunan. Oleh karenanya sekolah 

juga membutuhkan pemimpin yang 

memiliki visi baik, selalu menyesuaikan 

diri dengan keadaan yang sedang terjadi, 

serta memiliki jaringan koneksi antar 

institusi atau dengan pihak ketiga dalam 

rangka untuk mengembangkan sekolah 

yang sedang dipimpin (Mahardhani, 

2016).  

Sekolah sebagai sebuah institusi 

layanan pendidikan harus menjalankan 
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MBS, paling tidak ada dua asumsi kuat 

kenapa hal ini harus dilakukan, yaitu: (1) 

Sekolah dipandang sebagai sebuah 

lembaga layanan tentang jasa pendidikan 

yang memberikan posisi kepada kepala 

sekolah sebagai manajer pendidikan, dan 

(2) MBS akan dapat efektif untuk 

diterapkan jika didukung dengan sistem 

berbagi kekuasaan (power sharing) antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dalam mengelola sekolah (Modelu & 

Pido, 2019).  

 

C. METODE  

Tulisan dalam artikel ini diperoleh 

dengan menggunakan studi kepustakaan, 

Nazir menyebutkan bahwa teknik 

pengumpulan data pada studi kepustakaan 

adalah dengan melakukan penelaahan 

terhadap buku, artikel, catatan, serta 

berbagai laporan yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang menjadi kajian 

(Mirzaqon & Purwoko, 2017). Adapun 

langkah yang dilakukan dalam pencarian 

data dalam tulisan ini diawali dari (1) 

pemilihan topik, (2) pencarian informasi, 

(3) penentuan fokus kajian, (4) 

pengumpulan sumber data, (5) penyajian 

data, dan (6) penulisan laporan. Sumber 

data yang dipergunakan penulis adalah 

berupa buku, artikel ilmiah, sumber berita 

baik offline dan online, serta media sosial, 

dan dokumen pribadi yang semuanya 

digunakan untuk menambah kekuatan data 

dalam tulisan ini. Sebagai referensi 

kerangka kerja dan teori yang digunakan 

untuk analisis masalah penulis 

menghimpun 21 jurnal nasional, sumber 

berita online, dan buku teks. Point 

terpenting yang dianalisis adalah 

bagaimana pelayanan publik di bidang 

pendidikan yang diberikan oleh 

pemerintah pada saat Pandemi Covid-19.  

Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan metode 

analisa meta-sintesis dengan pendekatan 

meta-agregasi. Meta-sintesis dilakukan 

dengan cara merangkum hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki 

kesesuain dengan tema penelitian dengan 

teknik naratif setelah dilakukan proses 

seleksi dan ekstraksi terhadap hasil 

penelurusan (Siswanto, 2012). Hasil 

rangkuman penelitian kemudian dilakukan 

pendekatan menggunakan meta-agregrasi 

untuk melakukan agregrat (deskriptif) 

sesuai dengan kerangka teori penelitian 

dan poin-poin yang akan dianalisis untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN 

ANALISIS 

d.1 Pendidikan Pada Masa Pandemi 

Covid-19 

Sejak munculnya Pandemi Covid-

19 Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) Republik 

Indonesia sudah beberapa kali 

mengeluarkan kebijakan terkait dengan 

penanganan Pandemi Covid-19 dalam 

bidang pendidikan.
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Tabel 1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud terkait Pencegahan 

Penyebaran Covid-19 di Satuan Pendidikan 

 

Nomor Tentang Status Jenis 

01/KB/2020 

Tahun 2020 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun 

Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 

di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) 

Berlaku Keputusan 

Bersama 

Menteri 

2 Tahun 

2020 

Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 

(COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Berlaku Surat 

Edaran 

Menteri 

3 Tahun 

2020 

Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada 

Satuan Pendidikan 

Berlaku Surat 

Edaran 

Menteri 

4 Tahun 

2020 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-

19) 

Berlaku Surat 

Edaran 

Menteri 

15 Tahun 

2020 

Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah 

dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus 

Disease (COVID-19) 

Berlaku Peraturan 

Eselon I 

17 Tahun 

2020 

Layanan Bantuan Teknis Penerimaan Peserta Didik 

Baru Dalam Jaringan Dalam Masa Darurat Corona 

Virus Disease (COVID-19) 

Berlaku Peraturan 

Eselon I 

581/P Tahun 

2020 

Daerah Khusus dengan Kondisi Kedaruratan Dampak 

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Berlaku Keputusan 

Menteri 

Sumber: (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021a) 

 

Adanya peraturan yang telah 

dikeluarkan seperti dalam tabel 1, 

menandakan bahwa Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan sangat 

konsisten dan serius dalam menangani 

adanya pandemi Covid-19 dalam bidang 

pendidikan. Tentunya dengan adanya 

pandemi Covid-19 ini banyak perubahan 

yang terjadi dalam pelaksanaan bidang 

pendidikan, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi yang 

dilakukan. Hal ini juga berlaku baik pada 

instansi kementerian atau dinas dan satuan 

pendidikan.  

Satuan pendidikan merupakan 

garda depan dalam pelayanan pendidikan 

di Indonesia, dalam (Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 2003) disebutkan bahwa satuan 

pendidikan adalah kelompok layanan 

pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan pada jalur formal, non formal, 

dan informal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan. Pendidikan formal merupakan 

jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal 

merupakan jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang, dan pendidikan informal 

merupakan jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan (Pusat Data dan Statistik 

Pendidikan (PDSP) - Kemdikbud, 2021). 



Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan pada Pandemi Covid-19 – Ardhana Januar M 

 

144  I   Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 5 No. 2 Tahun 2021 
 

 

Selain itu pada masa Pandemi 

Covid-19 ini sistem pembelajaran yang 

dilakukan oleh satuan pendidikan sangat 

beragam, meskipun demikian pada 

umumnya model pembelajaran online 

paling banyak digunakan oleh hampir 

seluruh satuan pendidikan, hal ini juga 

dikarenakan adanya larangan kepada 

setiap satuan pendidikan dan instansi 

kementerian atau dinas untuk 

menyelenggarakan pembelajaran tatap 

muka dan adanya layanan terbatas pada 

instansi perkantoran. Model pembelajaran 

online secara umum dapat diartikan 

sebagai model pembelajaran yang 

sebagian atau seluruhnya dilaksanakan 

secara online, baik menggunakan jaringan 

komunikasi atau portal website. Secara 

lebih jelas tentang kedudukan model 

pembelajaran online dapat dilihat dalam 

tabel 2.  

 

Tabel 2. Model Pembelajaran Online dan Konvensional 

Persentase Penyampaian 

Materi Pembelajaran 

Online  

Model 

Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan 

0% Tradisional Model pembelajaran yang dilakukan 

secara tatap muka secara keseluruhan 

1 – 29% Berbasis 

Website 

Model pembelajaran yang dilakukan 

berbasis dengan website  

30 – 79% Blended 

Learning / 

Hybrid 

Learning  

Model pembelajaran yang memadukan 

dan memodifikasikan antara tatap muka 

dan dengan secara online,  

Persentase pembelajaran biasanya 50:50 

≥ 80% Online 

Learning  

Model pembelajaran dengan seluruh 

aktivitas belajar mengajarnya 

disampaikan melalui online dan tidak ada 

pertemuan tatap muka sama sekali 

Sumber: (Meisa Diningrat, 2019) 

 

Pembelajaran online yang 

dilakukan ini bisa memberikan manfaat, 

Mohamed menjelaskan bahwa ada dua 

manfaat dalam pembelajaran online. 

Pertama dengan adanya keterbatasan 

jarak, waktu, dan tempat menjadi tidak 

berlaku lagi, sebab proses pembelajaran 

bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja 

meskipun mereka berada pada tempat 

yang jauh dari sekolah. Kedua adanya 

pembelajaran online ini menjadikan 

mampu untuk menyediakan ruang 

berinteraksi antara pendidik dan peserta 

didik, sehingga pendidik mampu 

memberikan bantuan bagi peserta didik 

yang membutuhkan (Meisa Diningrat, 

2019). Meskipun demikian pembelajaran 

online ini tetap memerlukan perencanaan 

pembelajaran yang efektif, terarah, 

terstruktur, dan memiliki tujuan yang jelas 

dan terukur, hal ini dapat tersampaikan 

melalui rencana pelaksanaan pembelajaran 

guru yang telah disesuaikan dengan masa 

Pendemi Covid-19. 

 

d.2. Layanan Pendidikan di Masa 

Pandemi Covid-19 

Dalam masa Pandemi Covid-19 

layanan yang diberikan oleh pemerintah 

terkait dengan pendidikan sangat beragam, 
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seperti yang disampaikan oleh Dirjen 

PAUD-Dikdasmen dalam rangka 

pelaksanaan pembelajaran online (Adit, 

2020), diantaranya:  

1. Relaksasi Bantuan Operasional 

Pendidikan (BOP) dan Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) 

BOP merupakan program 

pemerintah dalam rangka penyediaan 

pendanaan biaya operasional non 

personalia bagi satuan pendidikan. BOP 

ini bertujuan untuk membebaskan biaya 

pendidikan bagi siswa yang tidak mampu 

dan meringankan bagi peserta didik 

lainnya. Selain itu agar para siswa 

tentunya dapat memperoleh layanan 

pendidikan yang sama kedudukannya, 

lebih baik, dan bermutu sampai dengan 

selesai. BOP juga diberikan untuk 

kelompok masyarakat yang kurang 

mampu agar mendapatkan layanan 

pendidikan yang setara.  

Sedangkan BOS adalah program 

pemerintah pusat untuk penyediaan 

pendanaan biaya operasional bagi sekolah 

yang bersumber dari dana alokasi khusus 

non fisik. BOP dan BOS pada masa 

kedaruratan Pandemi Covid-19 ini 

diberikan kelonggaran oleh pemerintah 

dengan memperbolehkan pembelian dan 

penyiapan sarana dan prasarana utama dan 

pendukung dalam rangka masa kedadurat 

Covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan 

(Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis 

Bantuan Operasional Sekolah Reguler, 

2020), meskipun demikian peraturan 

pemerintah ini telah direvisi dalam masa 

kedaruratan Covid-19 dengan 

(Permendikbud 19 tahun 2020 tentang 

Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 

tentang Juknis BOS Reguler, 2020). 

Adapun isi perubahan adalah dengan 

menyisipkan satu pasal antara pasal 9 dan 

10, yaitu pasal 9A yang terdiri dari 4 ayat, 

adalah sebagai berikut:  

a. Selama masa penetapan status 

kedaduratan kesehatan masyarakat 

Covid-19 yang ditetapkan pemerintah 

pusat, sekolah dapat menggunakan 

dana BOS reguler dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

1) Pembiayaan langganan daya dan 

jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat 2 huruf g dapat 

digunakan untuk pembelian pulsa, 

paket data, dan/atau layanan 

pendidikan daring berbayar bagi 

pendidik dan/atau peserta didik 

dalam rangka pelaksanaan 

pembelajaran dari rumah; dan  

2) Pembiayaan administrasi kegiatan 

sekolah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat 

digunakan untuk pembelian cairan 

atau sabun pembersih tangan, 

pembasmi kuman (disinfectant), 

masker atau penunjang kebersihan 

lainnya. 

b. Ketentuan pembayaran honor paling 

banyak 50% (lima puluh persen) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat 3 tidak berlaku selama penetapan 

status kedaruran kesehatan 

masyarakat covid-19 oleh pemerintah 

pusat  

c. Pembiayaan pembayaran honor 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 

diberikan kepada guru yang berstatus 

bukan aparatur sipil negara dan harus 

memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

1) Tercatat pada Dapodik per 31 

Desember 2019; 

2) Belum mendapatkan tunjangan 

profesi; 

3) Memenuhi beban mengahar 

termasuk mengajar dari rumah 

dalam masa penetapan status 
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kedaruran kesehatan masyarakat 

Covid-19 yang diterapkan 

pemerintah pusat. 

d. Ketentuan penggunaan dana BOS 

reguler sebagaimana dimaksud pada 

ayat 2 dan ayat 3 mulai berlaku sejak 

bulan April tahun 2020 sampai 

dengan dicabutnya penetapan status 

kedaruran kesehatan masyarakat 

Covid-19 yang diterapkan pemerintah 

pusat. 

 

2. Platform Guru Berbagi 

Guru berbagi adalah gerakan 

kolaborasi antara pemerintah, guru, 

komunitas, dan penggerak pendidikan 

untuk secara bersama menghadapi 

pandemi Covid-19 (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2021b). 

Kolaborasi yang dimaksud adalah para 

unsur yaitu pemerintahh, guru, komunitas, 

dan penggerak pendidikan dapat saling 

memberikan informasi dalam bentuk 

artikel atau video baik tentang pendidikan 

atau tentang pembelajaran seperti Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

aktivitas-aktivitas tersebut dapat diakses 

melalui alamat website: 

https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/  

 

Gambar 1. Portal Guru Berbagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021b) 

 

3. Penyediaan Kuota Internet  

Internet menjadi kebutuhan pokok 

dalam pembelajaran daring yang 

dilakukan para siswa dalam pembelajaran. 

Adanya pandemi Covid-19 ini menjadikan 

metode pembelajaran yang sebelumnya 

dilakukan melalui offline berubah menjadi 

online, meskipun ada juga yang 

menggunakan hybrid learning dalam 

pelaksanaannya. Metode pembelajaran 

hybrid learning adalah memadukan antara 

metode instruksional tatap muka dengan 

proses belajar secara online dengan e-

learning. Tentunya dengan berubahnya 

metode pembelajaran ini menjadikan 

adanya penyediaan kuota internet yang 

bertambah dari penggunaan sebelum 

pandemi dan sesudah pandemi.  

https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/
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Layanan kuota internet gratis yang 

diberikan oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan ini merupakan alternatif 

terbaik agar siswa dan guru tetap dapat 

melaksanakan proses pembelajaran 

dengan lancar. Dalam hal ini Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama 

dengan pihak ketiga dalam penyediaan 

kuota internet, yaitu Indosat Ooredoo, 

Telkomsel, Tri, dan XL Axiata. Berbagai 

kemudahan juga diberikan oleh para 

provider sebagai pihak ketiga dalam 

memberikan layanan baik untuk siswa, 

guru, mahasiswa, atau dosen. Diantaranya 

adalah kuota internet gratis yang dapat 

mengakses e-learning / Learning 

Management System (LMS) dan situs 

resmi dari berbagai universitas di 

Indonesia (Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2020).  

Selain itu dalam dalam 

pembelajaran di pendidikan tinggi, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

juga telah menyediakan platform Sistem 

Pembelajaran Dalam Jaringan (SPADA) 

yang telah disiapkan oleh Ditjen 

Pendidikan Tinggi dengan perguruan 

tinggi di seluruh Indonesia dalam 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

nasional.  Harapan terbesar dari 

penyediaan kuota internet gratis ini adalah 

adanya pembelajaran baik pada seluruh 

jenjang pendidikan dapat terlaksana 

dengan baik meskipun dari rumah. 

 

4. Kurikulum Darurat 

Kurikulum memiliki posisi 

strategis karena secara umum kurikulum 

merupakan deskripsi dari visi, misi, dan 

tujuan pendidikan. Tujuan kurikulum 

pendidikan akan mengalami pergeseran 

dan perubahan seiring dengan dinamika 

perubahan sosial yang disebabkan oleh 

faktor internal maupun eksternal, oleh 

karenanya kurikulum ini sangat dinamis 

(Bahri, 2017). Secara etimologis, 

kurikulum berasal dari kata yang diambil 

dari Bahasa Yunani yaitu curir yang 

berarti “pelari”, serta curere yang artinya 

“tempat berpacu”. Istilah ini dahulunya 

digunakan dalam dunia olahraga. Jika 

ditinjau dari segi istilah, kata kurikulum 

dapat diartikan sebagai suatu jarak yang 

harus ditempuh oleh seorang pelari agar 

dia bisa mendapatkan medali atau 

penghargaan lainnya. Kemudian, hal 

tersebut diadaptasi ke dalam dunia 

pendidikan menjadi sejumlah mata 

pelajaran yang harus dipelajari atau 

ditempuh oleh seorang peserta didik demi 

mendapatkan ijazah sebagai 

penghargaannya (Putra, 2020). 

Pembentukan kurikulum yang benar 

dalam sebuah jenjang pendidikan secara 

langsung akan dapat menjadikan capaian 

pembelajaran yang hendak dicapai oleh 

satuan pendidikan tersebut dapat tercapai.  

Dalam kondisi pandemi Covid-19 

ini, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menerbitkan kurikulum 

darurat sebagai bentuk antisipasi 

pemerintah terhadap adanya perubahan 

metode pembelajaran yang dilakukan pada 

semua satuan pendidikan. Dengan 

dikeluarkannya Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 719/P/2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada 

Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus 

berarti pemerintah sangat tanggap dalam 

merespons adanya perubahan kebiasaan 

yang ada dalam satuan pendidikan. 

Keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan tersebut selanjutnya 

mendasari keluarnya Keputusan Kepala 

Badan Penelitian dan Pengembangan dan 

Perbukuan nomor 018/H/KR/2020 tentang 

Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar 

Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 
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dasar, dan Pendidikan Menengah 

berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk 

Kondisi Khusus.  

Meskipun demikian pemerintah 

tetap memberikan alternatif pilihan kepada 

satuan pendidikan tentang kurikulum, 

yaitu: (1) tetap mengacu pada kurikulum 

nasional, (2) menggunakan kurikulum 

darurat, dan (3) melakukan 

penyederhanaan kurikulum secara 

mandiri. Hal ini dikarenakan kasus pada 

setiap daerah di Indonesia tentang 

pandemi Covid-19 ini tidak sama, 

sehingga pelaksanaan pembelajaran setiap 

daerah juga berbeda sesuai dengan 

keadaan yang terjadi pada saat itu. Berikut 

hal pokok yang terdapat pada kurikulum 

darurat (Putsanra, 2020), 

a. Pada kurikulum darurat dilakukan 

pengurangan kompetensi dasar untuk 

setiap mata pelajaran sehingga guru 

dan siswa dapat fokus pada kompetensi 

yang paling inti dan kompetensi 

prasyarat untuk kelanjutan 

pembelajaran di tingkat selanjutnya. 

b. Siswa tidak diberikan beban tuntutan 

untuk menuntaskan seluruh capaian 

kurikulum untuk kenaikan kelas dan 

kelulusan 

c. Guru diharapkan melakukan asesmen 

kognitif dan non kognitif. Asesmen 

kognitif diperlukan untuk mengetahui 

kemampuan dan capaian pembelajaran 

siswa, sehingga guru dapat mengetahui 

strategi pembelajaran dan pola 

pemberian remidial untuk siswa yang 

tertinggal. Asesmen non kognitif 

digunakan untuk mengukur aspek 

psikologis dan kondisi emosional 

siswa, termasuk pada saat 

pembelajaran di rumah dan kondisi 

keluarga siswa.  

 

 

 

5. Fasilitas Pembelajaran  

Fasilitas pembelajaran merupakan 

semua hal yang diperlukan dalam proses 

belajar mengajar baik yang bergerak 

maupun tak bergerak agar pencapaian 

tujuan pendidikan dapat berjalan dengan 

lancar, teratur, efektif, dan efisien 

(Arikunto & Lia, 2009). Sedangkan 

menurut Mulyasa fasilitas pembelajaran 

adalah peralatan dan perlengkapan yang 

secara langsung dipergunakan dan 

menunjang proses pendidikan, khususnya 

dalam proses belajar mengajar, seperti 

gedung, ruang kelas, buku, perpustakaan, 

laboratorium, meja, kursi, serta alat-alat 

dan media pengajaran lainnya (Mulyasa, 

2004).  

Dalam masa pandemi Covid-19 

pemerintah terus berupaya untuk 

memfasilitasi pembelajaran terutama 

peralatan dan perlengkapan untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran online.  

Adanya relaksasi penggunaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

seperti yang disampaikan pada bagian 

sebelumnya, bahwa dana BOS dapat 

digunakan oleh sekolah untuk pembelian 

pulsa, paket data, dan/atau layanan 

pendidikan daring berbayar bagi pendidik 

dan/atau peserta didik, serta untuk 

pembelian cairan atau sabun pembersih 

tangan, pembasmi kuman (disinfectant), 

masker atau penunjang kebersihan 

lainnya.  

Pada setiap satuan pendidikan 

juga harus mempersiapkan fasilitas tatap 

muka jika pada daerah tersebut dinilai 

sudah layak untuk melaksanakan proses 

belajar mengajar tatap muka dan telah 

mendapatkan persetujuan dari satuan tugas 

(Satgas) penanganan Covid-19 di daerah 

masing-masing. Adapun yang harus 

disiapkan oleh satuan pendidikan jika akan 

melaksanakan pembelajaran tatap muka 

adalah:  
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a. Sanitasi dan penyiapan instrumen 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) 

b. Fasilitas kesehatan sekolah, sarana 

prasana dalam Unit Kesehatan Sekolah 

(UKS) dan dokter sekolah  

c. Menyiapkan alat ukur suhu tubuh 

(thermogun), sarana cuci tangan / hand 

sanitizer dan desinfektan 

d. Pemetaan seluruh anggota sekolah 

yang memiliki penyakit penyerta 

(komorboid) sehingga sekolah bisa 

mengantisipasi dari awal. 

Fasilitas pembelajaran ini menjadi 

sangat penting dan harus dicukupi oleh 

satuan pendidikan dengan dukungan dari 

pemerintah, swasta dan komite sekolah, 

serta wali siswa agar semua komponen 

yang ada dalam satuan pendidikan tersebut 

mempunyai rasa memiliki dan menjaga 

dari adanya pandemi Covid-19.  

 

d.3. Pelibatan Masyarakat dalam 

Pemberian Layanan Pendidikan  

Terdapat berbagai pendekatan 

dalam menentukan bagaimana tingkat 

kepuasan masyarakat dalam sebuah 

layanan yang diberikan oleh pemerintah. 

Dalam bidang administrasi publik, konsep 

tentang new public service (NPS) dapat 

dijadikan pedoman dalam memberikan 

layanan yang baik kepada masyarakat, 

Denhardt dan Denhardt menyebutkan 

bahwa langkah yang harus dilakukan oleh 

pemerintah adalah: (1) Melayani warga 

masyarakat bukan pelanggan, (2) 

Mengutamakan kepentingan publik, (3) 

Lebih menghargai kewarganegaraan dari 

pada kewirausahaan, (4) Berpikir strategis, 

dan bertindak demokratis, (5) Menyadari 

bahwa akuntabilitas bukan merupakan 

suatu yang mudah, (6) Melayani dari pada 

mengendalikan, dan (7) Menghargai 

orang, bukan produktivitasnya semata 

(Keban, 2014).  

Munculnya NPS juga menjadikan 

kedudukan pemerintah pusat berdasarkan 

fungsi dan peranannya menjadi: (1) 

Koordinasi, memiliki kelebihan 

pengetahuan dalam penyelenggaraan 

kebijakan disemua level pemerintahan 

daerah dalam melakukan koordinasi 

pembangunan secara nasional, (2) 

Alokasi, peran legitimate untuk 

mengalokasikan sumberdaya dan dana 

yang ada demi keseimbangan dan 

pemerataan antardaerah, (3) Distribusi, 

sumberdaya tersebut sampai ke daerah dan 

menjamin bahwa keseimbangan dan 

pemerataan ekonomi daerah dapat berjalan 

dengan baik, (4) Stabilisasi, menjamin 

bahwa secara ekonomi pertumbuhan 

ekonomi daerah dan kesejahteraan juga 

kelangsungannya agar tetap dapat terjaga, 

(5) Evaluasi, bagian dari mekanisme 

kontrol dengan pertanyaan pokok apakah 

semua kebijakan tentang daerah sudah 

diimplementasikan dengan baik (Warsono, 

2020). Thoha menyebutkan bahwa NPS 

dibangun dari ide dan konsep dasar; (1) 

teori kewarganegaraan demokratis; (2) 

model komunitas dan masyarakat; (3) 

organisasi masyarakat; (4) postmodern 

ilmu administrasi publik (Thoha, 2008).  

Sehubungan dengan konsep 

pelayanan, dapat diketahui jika pelayanan 

pada dasarnya mempunyai suatu makna 

yaitu sebuah perbuatan dimana individu 

atau sebuah kelompok memberikan 

tawaran kepada individu atau kelompok 

lainnya berupa barang yang tidak 

berwujud atau tidak berkaitan dengan 

produk dalam bentuk fisik. Dalam sektor 

publik ini pemerintah mempunyai fungsi 

dalam memberikan pelayanan secara 

maksimal kepada masyarakat. Pelayanan 

disini dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 

dengan interaksi langsung antara individu 

dengan individu lainnya. Sebagai bahasa 
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umumnya pelayanan publik memiliki 

kesamaan dengan pelayanan umum atau 

pelayanan masyarakat (Mau et al., 2019).  

Masyarakat menjadi bahasan 

penting dalam pemberian layanan publik 

ini. Peran masyarakat sangat dibutuhkan 

dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Miarso menyebutkan terdapat empat 

manfaat melibatkan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan (Rusdiana, 

2015), diantaranya:  

1. Terbentuknya kesadaran masyarakat 

tentang adanya tanggungjawab 

bersama dalam pendidikan  

2. Terselenggaranya kerjasama yang 

saling menguntungkan antara pihak 

yang berkepentingan dengan 

pendidikan  

3. Terciptanya efektivitas dan efisiensi 

dalam pemanfaatan sumberdaya 

manusia, sumberdaya alam 

(lingkungan), dan sumberdaya 

buatan, seperti dana, fisik, dan 

peraturan. 

4. Meningkatkan kinerja 

sekolah/madrasah, yang berarti pula 

meningkatnya produktivitas, 

kesempatan memperoleh pendidikan, 

keserasian proses dan hasil 

pendidikan sesuai dengan kondisi 

anak didik dan lingkungan, serta 

komitmen dari para pelaksana 

pendidikan  

 

 

E. KESIMPULAN DAN 

REKOMENDASI   

1. Kesimpulan  

Dalam masa pandemi Covid-19 

banyak hal yang perlu untuk disiapkan 

oleh satuan pendidikan baik pada jenjang 

dasar, menengah, dan tinggi, terutama 

dalam merubah kebiasaan proses belajar 

mengajar dari konvensional menjadi 

berbasis online, atau metode hybrid 

learning. Pandemi Covid-19 masih 

berjalan dan belum ada kepastian kapan 

akan selesai, tetapi layanan pendidikan 

harus tetap diberikan kepada masyarakat 

dengan efektif dan efisien. Kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan menjadi 

hal terpenting dalam memberikan layanan 

prima kepada masyarakat. Terdapat lima 

layanan yang diberikan oleh pemerintah 

terkait dengan pandemi Covid-19, yaitu 

relaksasi Bantuan Operasional Pendidikan 

(BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), platform guru berbagi, penyediaan 

kuota internet, kurikulum darurat, dan 

fasilitas pembelajaran.  

2. Rekomendasi 

Pemberian layanan pendidikan 

yang baik merupakan harapan masyarakat 

yang diberikan oleh pemerintah. Tulisan 

ini sebagai bentuk tulisan pembuka yang 

disajikan melalui kajian kepustakaan 

terkait dengan pelayanan publik di bidang 

pendidikan pada saat Pandemi Covid-19. 

Berdasarkan analisis kepustakaan maka 

rekomendasi yang diberikan adalah 

pemerintah harus memberikan layanan 

terbaik untuk kepuasan masyarakat 

dengan beberapa kegiatan pokok yang 

berguna untuk pelaksanaan pembelajaran, 

tidak cukup dengan lima layanan yang 

diberikan oleh pemerintah maka harus 

lebih ditingkatkan termasuk yang terkait 

dengan kemampuan guru dalam berliterasi 

digital melalui pelatihan-pelatihan khusus, 

workshop,  dan kegiatan lainnya. Hal 

inilah yang kemudian akan menjadi kajian 

penelitian selanjutnya terkait dengan 

kepuasan pelayanan pendidikan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat.  
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